
PROVINS! SUMATERA SELATAN 
PERATURAN BUPATI BANYUASIN 

NOMOR YJ. TAHUN 2017 

TENTANG 

PEDOMAN UMUM PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN 
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN 

Menimbang 

BUPATI BANYUASIN, 

a. bahwa dalam penyelenggaraan pemerintahan, hubungan 
interaksi antara aparatur dengan aparatur maupun antara 
aparatur dengan pihak lainnya tidak terelakan sehingga 
berpotensi terjadinya benturan kepentingan sebagai salah satu 
penyebab terjadinya Korupsi, Kolusi dan Nepotisme ; 

b. bahwa dalarn rangka mewujudkan Pemerintah Kabupaten 
Banyuasin yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme diperlukan suatu kondisi yang bebas dari benturan 
kepen tingan ; 

c. bahwa terdapat pemahaman yang tidak seragam terhadap 
benturan kepentingan menimbulkan tafsiran yang beragam 
dan sangat berpengaruh pada capaian kinerja penyelenggaraan 
pemerintah daerah; 

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
dalarn huruf a , huruf b dan huruf c diatas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati Banyuasin tentang Pedoman Umum 
Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan Pemerintah 
Kabupaten Banyuasin. 

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 
Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan 
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 3851) ; 

2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2002 tentang Pembentukan 
Kabupaten Banyuasin di Provinsi Sumatera Selatan (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4181); 

3 . Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang 
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara 
Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 
3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang 
Nomor 20 Tahun 2001 ten tang Perubahan Atas Undang­
Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 134, 
Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150); 

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); r 5. Undang-Undang .. , 



2 

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4355); 

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan 
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran 
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4440); 

7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah 
Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa 
kali diubah terakhir dengan Nomor 9 Tahun 2015 tentang 
Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5679); 

8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 
201·1 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234); 

9. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 
Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5494); 

10.Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1974 tentang 
Pembatasan Kegiatan Pegawai Negeri Sipil Dalarn Usaha 
Swasta (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 8, Tambahan 
Lembaran Negara Nomor 3021); 

11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 ten tang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4578); 

12.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pernerintah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4594) ; 

13.Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem 
Pengendalian Intern Pemerintah (Lernbaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 4890); 

14.Peraturan Pemerintahan Nomor 53 Tahun 2010 tentang 
Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Tahun 2010 
Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5135); 

15.Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5887); 

16.Keputusan Presiden Nomor 47 Tahun 1992 tentang Perubahan 
Atas Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1974 tentang 
Beberapa Pembatasan Kegiatan Pengawai Negeri dalam Rangka 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan Kesederhanaan Hidup; 

~ I 7.Peraturan ... 
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17.Peraturan Daerah Kabupaten Banyuasin Nomor 18 Tahun 
2016 ten tang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 2016 Nomor 
18, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyuasin Tahun 
2016 Nomor 063) ; 

MEMUTUSKAN : 

PERATURAN BUPATI BANYUASIN TENTANG PEDOMAN UMUM 
PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN DI LINGKUNGAN 
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUASIN. 

Pasal l 
Pedoman umum penanganan benturan kepentingan adalah sebagaimana tersebut 
dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

Pasal 2 
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati 
( :.~ I ini dengan penempatannya dalam Serita Daerah Ka bu paten Banyuasin. 

Diundangkan di Pangkalan Balai 
Pada tanggal lt{ ~~ 201 7 

SEKRETARIS DAERAH 
KABUPATEN BANYUASIN, 

([t ~ 
\ H. FIJANSYAH 

Ditetapkan di Pangkalan Balai 
Pada tanggal ll.{ ~~ 2017 

Pit. BUPATI BANYUASIN, 

S. A. SUPRIONO 

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUASlN TAHUN 2017 NOMOR. ~1-

I 


